BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kewenangan Direccdo Nacional de Terras, Propriedade e
Servicos Cadastrais dalam pelaksanaan pendaftaran tanah telah
mewujudkan kepastian hukum hal ini di karenakan semua diatur
berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku dan di pertegaskan lagi
dalam Peraturan Menteri Kehakiman namun dalam hal pendistribusian
sertifikat belum menjamin kepastian hukum di karenakan belum
disahkannya Proposta de Lei No. /2010 Regime Especial para a
Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis oleh Presiden, dengan
melihat pada peraturan perudang-undangan yang berlaku di Timor-Leste
sebanyak 4 sebagai hukum positif dan Proposta de Lei No. /2010
Regime Especial para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis yang
belum dijadikan sebagai hukum positif dan di veto oleh presiden agar
dapat di revisikan kembali oleh Parlamen Nasional untuk memperkuat
atau mewujudkan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan.
B. Saran
1. Bagi Parlamen Nasional de Timor-Leste
Agar dapat mengurangi konflik pertanahan yang terjadi di Timor-
Leste maka harus segera merivis kembali Proposta de Lei No. /2010
Regime Especial para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis

yang telah di veto oleh Presiden agar dapat memberikan hak
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pemilikan bagi warga negara Timor-Leste tanpa melihat kepada status
sosial warga negara.

. Presiden Republic Democratica de Timor-Leste

Agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang supaya dapat
memberikan hak kepemilikan dalam menjamin kepastian dan
perlindungan hukum bagi warga negara.

. Pemerintah Timor-Leste melalui Direccdo Nacional de Terras,
Propriedade e Servicos Cadastrais.

Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara maka
pemerintah harus mendaftarkan tanah secara kesuluruhan di Wilayah
negara dan dapat menerbitkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah
terhadap warga negara berdasarkan kewenangan yang di limpahkan.

. Lembaga akademisi dan lembaga lembaga non departemen

Bagi lembaga akademis dan lembaga-lembaga non departemen yang
ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis serta
mengevaluasi kegiatan kewenangan Direccdo Nacional de Terras,
Propriedade e Servicos Cadastrais dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Timor-Leste untuk mewujudkan kepastian

Hukum.
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